PROPINSI

PERATURAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

oa.

bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kabupaten Pemekaran di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dan dalam rangka meningkatkan fungsi
dan pelayanan dibidang Pendapatan Daerah, maka
dipandang perlu untuk membentuk dan menambah Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b,
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang— Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
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Menetapkan

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Dinas Pendapatan Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 16 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA

BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 16 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf f dan g serta ayat (2) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri

dari :
a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
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1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan,
membawahkan :

1. Seksi Penyusunan Program dan
Pengembangan;

2. Seksi Peraturan Perundang-undangan;
3. Seksi Pengendalian.

. Sub Dinas Pajak, membawahkan :

1. Seksi Teknis Perpajakan;

2. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi;

3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Sub. Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain,
membawahkan :

1. Seksi Teknis Retribusi;

2. Seksi Sumbangan dan Bagi Hasil;

3. Seksi Penerimaan lain-lain.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. UPTD untuk Kabupaten Bangka;

2. UPTD untuk Kabupaten Belitung;

3. UPTD untuk Kota Pangkalpinang;

4. UPTD untuk Kabupaten Bangka Selatan;
5. UPTD untuk Kabupaten Bangka Tengah;
6. UPTD untuk Kabupaten Bangka Barat;
7. UPTD untuk Kabupaten Belitung Timur.

. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) untuk Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran/Pendataan;

4. Seksi Penetapan;

24



5. Seksi Penagihan;

6. Seksi Pembukuan/Pelaporan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Dinas Pendapatan
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditambah
Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk Kabupaten
Pemekaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2007

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR SERI D
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